BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 89);

b. bahwa dalam pelaksanaan di lapangan terdapat
beberapa  ketentuan dalam = Peraturan  Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang perlu
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini,

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tegal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148},

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEGAL NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 89
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 89}, diubah
sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu)} Pasal baru
yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan
Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan
permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.




2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Usulan permohonan hibah secara tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7A bagi badan dan Lembaga serta
organisasi kemasyarakatan dilampiri proposal dan data
pendukung lainnya.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu} ayat baru yaitu ayat
(2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan
dalam RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD atau Perubahan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penanggaran
hibah dalam Rancangan APBD atau Rancangan
Perubahan APBD sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2a) Belanja hibah berupa barang atau jasa dianggarkan
sebesar harga beli/bangun atas barang atau jasa yang
akan dihibahkan ditambah seluruh belanja yang terkait
yang diperlukan sampai dengan barang atau jasa
tersebut siap dihibahkan.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yaitu Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Permohonan pencairan belanja hibah barang atau jasa
berupa belanja atas pengadaan/pembelian barang atau
jasa yang akan dihibahkan dilampiri kelengkapan
administrasi paling sedikit meliputi:

a. Proposal yang sudah mendapat disposisi Bupati;

b. Surat verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait;

c. Berita Acara Pertimbangan TAPD;

d. Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi hibah;

e. Rencana Penggunaan hibah yang tertuang dalam
lampiran NPHD;
Fotocopy NPHD;

g. Pakta Integritas dari penerima hibah yang mnyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai
dengan NPHD;

h.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Calon
Penerima Hibah; dan

i. Dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.

=




3)

4)

Kelengkapan permohonan atas pencairan dana Bantuan
Sosial diverifikasi oleh SKPD atau unit kerja terkait sebagai
penanggung jawab belanja Bantuan Sosial yang dibuktikan
dengan lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat
yang memverifikasi.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
terkait berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menerbitkan surat permohonan pembayaran
dan surat perintah membayar.

Berdasarkan surat permohonan pembayaran dan surat
perintah membayar sebagaimana dimaksud ayat (4) Kuasa
Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada yanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

L

/UMI AZI]

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 43
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